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PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan

tinggi yang bersumber pada anggaran pendapatan dan

belanja negara untuk biaya operasional perguruan tinggi

negeri;

b. bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri

dialokasikan untuk menjaga kelangsungan proses belajar

mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan

pelayanan minimal dan untuk menutupi kekurangan

biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat

adanya pembatasan pada sumbangan pendidikan di

perguruan tinggi negeri;

c. bahwa ketentuan mengenai biaya operasional perguruan

tinggi negeri tidak lagi sesuai dengan kebutuhan

sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
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menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Operasional

Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 14);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

TInggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomo 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL

PERGURUAN TINGGI NEGERI.
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